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Abstrak
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan

sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP.  Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan

Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat

berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan

Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan

barang/jasa pemerintah, selain itu, ketentuan ini juga bertentangan konsep ketersediaan anggaran

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa sebelum

dilakukannya kontrak pengadaan barang/jasa anggaran harus sudah tersedia dan siap untuk digunakan.

 

           Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan

untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah

tertentu. Pada bagian akhir penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran untuk menghindari timbulnya

risiko pada proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, diantaranya bagaimana sebaiknya

kontrak barang/jasa pemerintah mengatur mengenai ketentuan pembayaran serta bagaimana proses

penyusunan target PNBP yang ideal untuk menghindari adanya risiko tidak tercapainya target PNBP.

......Regulation of The Minister of Finance Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for

Determining the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (PNBP) is a new breakthrough issued

by the Minister of Finance as an effort to improve PNBP’s governance.  In PMK 110/PMK.05/2021, it is

specified that the determination of the maximum PNBP disbursement becomes simpler and automated.

However, by regulating the prerequisites in the form of percentages and timelines for the disbursement of

the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue, it creates a risk of delays or failure in payments on

contracts for the procurement of government goods/services. On the other hand, Maximum Disbursement

also having contradictory with the concept of budget availability as regulated in Presidential Regulation

Number 16 2018 which requires that before a contract for procurement of goods/services is carried out, the

budget should be available and ready to be used.

 

           This research is prescriptive doctrinal research, the purpose of this research is to provide suggestions

regarding to the problems.  At the end of this research, the author formulates several suggestions to avoid

the emergence of risks in the process of Government Procurement, including how terms and payment should
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be regulated in Government Procurement contracts and how to prepare ideal PNBP targets to avoid the risk

of not achieving the PNBP target.


